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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan
berkah dan limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pattongko’ Siri’ (Studi Kasus
di Kec. Polongbangkeng Utara)” ini dapat penulis selesaikan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah
bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan
dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat
mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna
kesempurnaan skripsi ini.
Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai
dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data
maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang
dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari
berbagai pihak, baik material maupun moril.
Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:
1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Muh. Natsir M dan ibunda Asmawati A
yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air
mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun
penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan,
vmerepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Keselamatan dunia
akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan
Cinta-Nya.
2. Seluruh Keluarga besar ku dari kakek, nenek, tante, om, kakak-kakakku adik-
adikku, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk
menyelesikan study yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril
dan materi.
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di salah satu kampus
terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag selaku Wakil
Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Hamsir,
SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan,
Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang
Kemahasiswaan dan segenap pegawai Fakultas Syari’ah dan hukum yang
telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teruntuk Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag selaku Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan Bapak Dr. Sabir Maidin, M.Ag selaku
Sekertaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar
terimah kasih telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan
Awaliah Musgamy, S. Ag., M. Ag juga selaku pembimbing 2 dalam penulisan
skripsi ini, yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat dan
motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
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7. Teruntuk kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran Staf Fakultas
Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan demi
kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan mulai dari masuk kuliah sampai selesai.
Terkhusus Angkatan 2014 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Alya Ulfa Devianty,
Mutiara HL. SH, Hijriany, Magfirah, Selviani Ks, Nurul Faradillah
Ramadhani, Eka Fitriani, Nurfatimah, Suhartina Rustam, Setiawan Hardi,
Ardiansyah Ruslan, dan yang penulis tidak bisa ucapkan satu persatu namanya
terimakasih telah menambah cerita dan pengalaman dalam hidup yang akan
selalu menjadi kenangan.
9. Kepada Sahabat dan Sahabatwati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia) terutama Magfirah, Andi Khaidir Ali, Akbar Ibrahim, Hamsina,
SH, Nita Maulina, dan semuanya yang tidak bisa pula penulis sebutkan satu
persatu.
10. Saudara-saudaraku, KKN (Kuliah Kerja Nyata): Jumriani, Anis Mawarni
Amir, Elpi Sukaesi, Elma Ariyana, Nurjannah, Syarif Hidayatullah, Muh.
Husni Mubarak, Askar Nur, dan Aksan Syafrisal. Kebersamaan kita
merupakan hal yang terindah dan akan selalu teringat, semoga persahabatan
dan perjuangan kita belum sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah
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orang-orang penting dalam hidupku sampai saat ini tetaplah menjadi orang
yang membanggakan untuk penulis.
12. Seluruh keluarga, dan rekan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu
persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi
penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk
segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.
Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-
dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik
dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki
pertama kali di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga selesainya
studi penulis.
Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak
pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan
penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah swt., karena segala kesempurnaan
hanyalah milik-Nya.
Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini
dapat bernilai ibadah di sisi-nya, Amin!
Sekian dan terimakasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat
dilihat pada table berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha kh kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Ż zet (dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin sy esdan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ Apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau
monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A a
 ِا Kasrah I i
 ُا ḍammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i
 َو fatḥah dan wau Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,




 َي… /  َا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ Ā a dan garis di atas
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas
و ḍammah dan wau Ū u dan garis di
atas
Contoh:




ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tāmarbūṭah
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tāmarbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf







Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
xiiiii
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia






8. Penulisan Kata Arab yang LazimdigunakandalamBahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-kata





9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﮫﻠﻟا ﻦﯾدdīnullāhﮫﻠﻟا ﺎﺑbillāh
Adapuntā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fīraḥmatillāh
10. HurufKapital
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan
(CK, DP, CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahūwata’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam




l. : Lahirtahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
w. : Wafattahun
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : HadisRiwayat
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Nama : Annisa F. Assakhirah
Nim : 10300114022
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pattongko’
Siri’ (Studi Kasus di Kec. Polongbangkeng Utara)
Pattongko’ siri’ merupakan suatu tindakan pemulihan harkat dan martabat
atau harga diri seseorang atau keluarga dengan jalan melaksanakan perkawinan di
mana seseorang menikahi perempuan bukan karena kemauannya akan tetapi untuk
menutupi aib atau rasa malu terhadap orang lain. Berdasarkan latar belakang
tersebut, maka masalah yang akan dicarikan lewat penulisan skripsi ini dapat
dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana Prosedur pernikahan pattongko’ siri’
di kec. Polongbangkeng Utara ?, (2) Bagaimana pandangan  di masyarakat kec.
Polut terhadap pernikahan pattongko’’ siri’?, (3) Bagaimana hukum Islam
memandang pernikahan pattongko’ siri’?
Jenis penelitian ini adalah  jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang akan di bahas sesuai
Dalam dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dimana Penelitian ini
dilakukan di Kecamatan Pologbangkeng Utara.
Pada kacamatan Polongbangkeng Utara di mana peneliti melakukan di
masyarakat setempat, banyak mempertimbangkan hal-hal mengapa dilakukan
pernikahan Pattongko’ siri’. dimana masyarakat melihat pada kemaslahatan
daripada kemudaratan yang akan terjadi. Seperti hasil wawancara  dari salah satu
tokoh masyarakat.Para ulama sepakat tentang kebolehan menikahi wanita hamil
adalah sah, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menikahi wanita hamil di
luar nikah bagi orang yang menghamilinya. Seperti menurut mazhab Syafi’i yang
menyebutkan perkawinan wanita hamil itu di anggap sah, karena tidak terikat
dengan perkawinan orang lain, tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina
(artinya wanita yang telah berzina boleh langsung di nikahi tanpa iddah).
Bagi kaun intelek dan akademisi, penulis hanya menkaji masalah
bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan pattongko’ siri’. oleh
karena itu penulis mengharapkan ada peneliti-peneliti yang lain mengkaji masalah
pernikahan pattongko’ siri’ di mana dalam hal ini menyangkut pandangan hukum
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A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah
suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.1
Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan
keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan
Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai
sejatinya harus sudah dimulai sejak pranikah. Sebelum melangsungkan sebuah
pernikahan, seseorang harus melakukan persiapan yang matang dalam berbagai
hal. Selain mempersiapkan fisik dan materi, sebelum menikah seseorang juga
harus mempersiapkan mental. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga
diharapkan dapat mengatur strategi memilih pilihan hidupnya.
Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.
Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad
nikah. Juga bisa diartikan dengan wath’u al-zaujah yang bermakna menyetubuhi
istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat
Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahunyang merupakan
1Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h. 9
2masdar atau asal kata dari kata kerja fi’il madhi “nakaha”, sinonimnya
“tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai
perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam
bahasa Indonesia.2
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk
membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah
menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu
sarana pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-
putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi
dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.
Seorang muslim tidak halal menantang perkawinan dengan anggapan bahwa
hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin atau
dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk
beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.3
Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin
karena kuwatir tidak mendapat rezeki dan menanggung kewajiban yang berat
terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari
anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu
demi kehormatan dirinya.4
2H.M.A. Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers,
2014 ), h. 9.
3 H.Muammal Hamidiy, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003),
h. 235.
4 H.Muammal Hamidiy, Halal dan Haram dalam Islam, h. 238.
3Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-
undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa
raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat  keturunan
yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di
bawah umur.5
Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki
dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan
untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat
yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara
keseluruhan di dalamnya mengandung kata inkah atau tazwij.6
Pernikahan dalam syari’at Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu
asas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang
bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk
mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah
pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.
Pernikahan merupakan salahsatu wujud dari perintah Allah swt.Untuk
hamba-Nya, sebagaimana di jelaskan dalam firmannya-Nya, QS An-Nisaa/4:1.
5 Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional (cet. III, Jakarta : Rineka Cipta), hal. 7
6Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fiqih (jilid II , Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h.48
4             
                 
  
Terjemahnya :
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan
istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki- laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan)
mempergunakan (nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan)
peliharalah (hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu7.
Dari ayat di atas, Allah swt. dan rasul-Nya menetapkan dasar-dasar
pelaksanaan perkawinan dengan berbagai syarat serta tatacara sesuai dengan
ajaran agama Islam. Namun tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sangat
dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing daerah  termasuk lingkungan hukum
adat daerah Sulawesi Selatan secara umum dan khususnya daerah Bugis
Makassar.
Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia yang diserap dari produk hukum sebagaimna tercantum dalam berbagai
kitab fiqhi yang telah ditulis oleh para ulama seperti tentang perkawinan, warisan,
zakat, wakaf dan haji. Untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia perlu adanya
struktur dalam bentuk lembaga yang dapat dipercaya.
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Lentera Jaya Abadi,
2011),h. 78.
5Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama
untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan
hubungan seksual, sehingga terbebas dari perzinahan. Zina merupakan perbuatan
yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam,
zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang
bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib
memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di Indonesia yang
mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi
sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.
Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan
tujuan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang
sederhana itu nampaknya sejalan denganUndang-Undang Nomor 1 tahun 1974
pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."
Pernikahan Pattongko’ siri’ secara bahasa adalah menutupi malu dalam
sebuah pernikahan. Sedangkan secara istilah adalah suatu tindakan pemulihan
harkat dan martabat atau harga diri seseorang atau keluarga dengan jalan
melaksanakan perkawinan dimana seseorang menikahi perempuan bukan karena
kemauannya akan tetapi untuk menutupi aib atau rasa malu terhadap orang lain.
Dalam situasi ini, perempuan yang berlindung kepada imam dinikahkan
dengan seorang lelaki yang niatnya darurat. Lelaki yang menikahi seorang
perempuan karena terlebih dahulu hamil yang sebelumnya tidak ada hubungan di
sebut dengan kawin pattongko’ siri’.
6Dari uraian diatas penulis mengambil 2 contoh sebagai data awal
mengenai pernikahan pattongko’ siri’:
Data pertama atas nama AF umur 20 tahun mengungkapkan bahwa ia
mengalami pernikahan pattongko’ siri’ karena pada saat itu kakak kandungnya
yang bernama HS umur 23 tahun dijodohkan dengan laki-laki yang bernama MR
yang berumur 23 tahun akan tetapi HS kabur satu hari sebelum pernikahannya dan
untuk menutupi rasa malu pada semua orang terutama kepada pihak laki-laki
maka ditunjuklah adiknya dari HS yang bernama AF untuk menggantikan posisi
HS dan menikah dengan MR.
Data kedua atas nama LM umur 34 tahun yang menungkapkan bahwa ia
menikahi perempuan yang bernama RS umur 25 tahun  dengan alasan kasihan
kepada  RS yang telah hamil 5 bulan karena laki-laki yang menghamilinya tidak
mau bertanggung jawab.
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian
Deskripsi fokus dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan istilah-istilah dalam sebuah
penelitian.Sesuai dengan judul penelitian yang ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Status Pernikahan Pattongko’ Siri’ (Studi Kasus di Kecamatan
Polongbangkeng Utara)”.Maka definisi operasioanl yang perlu dijelaskan yaitu:
Pengertian perkawinan, baik menurut hukum islam ataupun undang-
undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yaitu membentuk
7keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.8 Masalah
perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut adanya
kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam
perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti tetapi harus bisa menerima dan
memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan
tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di
luar nikah atau perzinahan.
Perkawinan” ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.9
Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan
ataukontrak keperdataan biasa, akan tetapi, ia mempunyai nilai ibadah. Maka,
amatlah tepat jika Kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat
seperti yang telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
berbunyi :“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang sangatkuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah
danmelaksanakannya merupakan ibadah”.10
Pengaruh globalisasi di Indonesia tidak dapat dilihat dari satu sudut
pandang saja, karena globalisasi dapat memunculkan dampak positif dan dampak
negatif. Era globalisasi saat ini lebih di dominasi oleh perkembangan informasi,
8 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.
108.
9SabriSamin, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4.
10Abdurrahman Abd Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi (Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-
Andulusia li al-Dakwah al-Islamiayah, 1972), h. 11.
8komunikasi, dan teknologi. Keadaan ini telah membawa perubahan besar terhadap
kehidupan masyarakat. Perubahan itu mengusung kemajuan yang luar biasa,
sekaligus menimbulkan kegelisahan di kalangan orang banyak.
Pernikahan pattongko’ siri’adalah suatu tindakan pemulihan harkat dan
martabat atau harga diri dengan jalan melaksanakan perkawinan.
Kata hukum dalam “hukum Islam” bukanlah arti hukum dalam bahasa
Arab al-hukm, akan tetapi makna hukum dalam bahasa Indonesia adalah
bermakna syari’ah dalam bahasa Arab. Pendapat ini seperti disebutkan oleh
fathurrahman Djamil yang menyimpulkan bahwa kata hukum Islam tidak
ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam,
yang ada dalam Al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang
seakar dengannya, kata hukum Islam merupakan terjemahan dari “Islamic Law”
dari literatur barat.11
Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum” dan
“Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Secara sederhana
hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan ataunorma-norma yang
mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau
norma itu berupa kenyataanyang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan
oleh penguasa.12
11Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11.
12Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: 1996), h.38
9Adapun kata yang kedua,yaitu “Islam” didefinisikan sebagai agama Allah
yang diamanatkan kepada Nabu Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar
dan syariatnya juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak
mereka memeluknya.13
Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari
al-fikih al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari Syari’ah al-Islamy. Istilah ini,
dalam wacana ahli hukum Barat, disebut Islamic law. Dalam Al-Qur’an dan
sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah
kata syarit Islam, yang kemudian dalam penjabarannya, disebut istilah fikih.14
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah
dalam tulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pattongko’
siri’ ?
Dari pokok masalah tersebut, maka submasalah yang akan di bahas dalam
proses penulisan di batasi, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana Prosedur pernikahan pattongko’ siri’ di kec. Polongbangkeng Utara
?
2. Bagaimana masyarakat kec. Polut memandang pernikahan pattongko’’ siri’ ?
3. Bagaimana hukum Islam memandang pernikahan pattongko’ siri’ ?
D. Kajian Pustaka
13Mahmud Syaltout, 1966, h. 9
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Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga
diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Buku-nuku
kajian maupun peneliti-peneliti yang membahas tentang pernikahan tersebut
cukup banyak dijumpai. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah
berupa buku maupun laporan penelitian tentang pembahasan pernikahan
pattongko’ siri’antara lain:
1. Margareth Ingrid Sonata, Pernikahan Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah.
Jurnal ilmiah Universitas Surabaya 2014. Dalam penelitian ini membahas
tentang terjadinya seks Pranikahkarenakurangnyaafeksi yang di dapatkan.15
Sedangkan dalam penulisan ini penulis membahas tentang perkawinan
Pattongko’ Siri’.
2. Annisatul Mar’ah, Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap
Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngabul Tahunan Jepara).
Dalam skripsi ini memiliki karakteristik sendiri, yang semuanya dapat
dijadikan khazanah intelektual.16 Sedangkan dalam penulisan ini penulis
membahas tentang bagaimana proses pernikahan Pattongko’ Siri’di
kecamatan Polongbangkeng Utara.
3. Siti Rachmah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan
Akibatnya Terhadap Perwalian. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan
metode kepustakaan (library research)  dan lapangan (field research). Tetapi
15Ingrid Sonata Margareth, Pernikahan Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah (Jurnal
ilmiah Universitas Surabaya, 2014)
16Mar’ah Annisatul, Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan
Keluarga Studi Kasus Di Desa Ngabul Tahunan Jepara (Skripsi, UNISNU, 2015)
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lebih fokus pada kepustakaannya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode lapangan (field research).17
E. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan latar belakang dan sub masalah diatas, maka peneliti
mempunyai tujuan:
1. Memperoleh penjelasan mengenai dampak pernikahan pattongko’ siri’.
2. Mengetahui pandangan hukum adat tentang pernikahan pattongko’ siri’.
3. Memperoleh penjelasan tentang bagaimana hukum Islam memandang
pernikahan pattongko’ siri’.
Adapun keguanaan penelitian ini ialah:
1. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah
pemikiran Islam pada umumnya.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa khususnya fakultas
ysar’ah dan hukum tentang bagaimana pandangan fiqih Islam terkait
pernikahan pattongko’ siri’
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada
umumnya dan kepustakaan Islam khususnya dalam masalah perkawinan.
17Siti Rachmah, Pandangan Hukum Islam terhadap Kawin Hamil Dan Akibatnya




A. Tinjaun Umum tentang Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang
menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh).1 Istilah kawin digunakan secara umum, untuk
tumbuhan, hewan dan manusia serta menunjukkan proses generatif secara alami.
Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung
keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.
Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat
ijab (pernyataan penerimaan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan
penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai
bersetubuh.2
Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat
Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh
agama Islam.Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan
pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan
perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan
biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.
1 Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h.456
2 Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim
Kaffah (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131
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Perkawinan adalah sebuah perjanjian di pandang dari seluruh sistem
hukum, tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat-syaratnya
telah di buat sebelum memasuki perkawinan. Tidak ada ruang bagi persyaratan
individual, kecuali jika hukum membolehkannya. Fikih juga tidak mempunyai
pengecualian terhadap generalisasi ini. Namun demikian, di dunia muslim fiqih
bukanlah satu-satunya hukum, tetapi ada juga adat yang terkandung harus pula
dihadapi, terutama dalam urusan kewajiban kaum wanita dan hak-hak mereka
terhadap harta kekayaan.3
Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan
perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin
hubungan kekeluargaan melalui perkawianan), meneruskan keturunan, memohon
karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.4
Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki
dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskansatu sama lainnya dan
untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat
yang sejahtera.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1disebutkan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian
3 Quraish Shihab, Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosia (Jakarta:
Teraju, 2002), h. 197.
4 Muhammad Shahur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (gowok Yogyakarta: eLSAQ
Press, 2004), h. 436.
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pernikahan adalah suatu akad atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang
sakral.5
2. Dasar Hukum Nikah
Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis
antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan
tersebut.
Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan
dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya
menurut para Sarjana Ilmu Alam mangatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan
terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan
Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.6 Apa yang telah
dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan
Allah dalam QS Al-Dzariyat/51:49
          
Terjemahnya:
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.7
5 H.M.A. Timahi, M.A., M.M, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap h.. 7-8.
6 H.S.A. AL-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani,
2002), h. 1.
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 522
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3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan
a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah
Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian
pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram
untuk shalat.8
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu.
Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
b. Rukun Nikah
Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad,layaknya akad-akad lain
yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan
akad. Terdapat beberapa pendapat ulama/mazhab tentang bilangan dan
penyebutan rukun dalam perkawinan antara lain:
1. Menurut Mazhab Maliki, rukun-rukun pernikahan terdiri dari:
a. Wali dari pihak wanita,
b. as-Shadaq (mahar),
c. calon suami,
d. calon istri (terbebas dari larangan syariat), dan
e. sighat (akad).
2. Adapun menurut Mazhab Syafi’i, rukun-rukun pernikahan terdiri dari:




c. Wali mempelai perempuan,
d. dua orang saksi, dan
e. dan sighat (akad).
3. Menurut ulama hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad
yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
Dari beberapa rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab
kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang
dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan
rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali,
saksi, dan ijab kabul.
c. Syarat Sah Perkawinan
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.
Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan
menimbulkan adanya  segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:
1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin
menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang
haram dinikahi, baik karena haram dinikah untu sementara maupun untuk
selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.
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Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya
sebagai berikut:
1. Syarat-syarat kedua mempelai.
a. Syarat-syarat pengantin pria.
Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon
suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:
1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3. Orangnya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon
istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
7. Tidak sedang melakukan ihram.
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.
Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum Islam, laki-laki dalam
rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok hukum itu dikembalikan pada
hukum pengayom. Karena perkawinan itu didasarkan hukum Islam, maka laki-
laki calon suami itu yang menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya. Dalam
hukum umumpun berlaku kebiasaan, hukum istri mengikuti hukum suami,
sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya.
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Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki. Hal ini di
syaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-
hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal
perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan
kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah
kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itulah perlu penegasan calon
pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran
memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya
pemeriksaan dokter sebelum kawin.
Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu
perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.
Pernyataan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu
merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau laki-laki itu ada hubungan
mahram, maka melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah,
karena larangan itu termasuk mahram lidzatihi.
Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga
tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula
perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan
pelakunya, dalam hal ini calon suami.
b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
1. Beragama Islam atau ahli kitab.
2. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
3. Wanita itu tentu orangnya.
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4. Halal bagi calon suami.
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam
‘iddha.
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
2. Syarat-syarat Wali
Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau







6. Tidak sedang ihram.
Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah
baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib
dihadiri oleh dua orang saksi; sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat
untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan
perempuan awam.
Anak kecil, budak dan orang gila tidak mendapat wali. Bagaimana mereka




Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat
dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat
hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.
Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau
salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan
datang.
Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan:
“Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak” “Kemudian dijawab: “Saya
kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu
sudah berarti perkawinan.
Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat
berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau dengan anak
perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Ya saya terima”. Akad
ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu,
tidak sah.
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang
tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak
sah menurut hukum.9
9 H.M.A. Tihami, M.A., M.M, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h 12-14.
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4. Syarat-syarat saksi
Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim,
baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad
nikah.
Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu
orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta
atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan  orang mabuk tidak
boleh menjadi saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah
sebagai berikut10:
1. Berakal, bukan orang gila
2. Baligh, bukan anak-anak
3. Merdeka, bukan budak
4. Islam
5. Kedua orang saksi itu mendengar
Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat
dama perkawinan
4. Prinsip-prinsip Pernikahan
Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu
diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia
melaksanakan tugasnya mengabdi pada Tuhan.
Adapun prinsip-prinsip perkawinan dlam Islam itu ialah11:
10 H.M.A. Timahi, M.A., M.M, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap h.. 11
11 H.M.A. Timahi, M.A., M.M, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap h.. 12
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1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.
Sebagaimana di muka telah diterangkan bahwa perkawinan adalah
sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada
hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur
perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu
dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau
fasidlah perkawinan itu. Demikian pula agama ketentuan lain di samping
rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga
harus adanya kemampuan.
2. Kerelaan dan persetujuan.
Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang
hendak melangsungkan perkawinan ialah “ikhtiar” (tidak dipaksa) pihak
yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata
kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.
Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan
yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan
perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang
akan mereka lakukan. Kerelan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat
dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedang kerelaan calon isteri
mengingat wanita mempunyai expresi kejiwaan yang berbeda dengan pria,
dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi
penolakan dipandang sebagai izin kerelaannya, tetapi bila cslon isteri
janda tetap izinnya itu secara tegas.
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3. Perkawinan untuk selamanya.
Tujuan perkawinan antara lain untuk ketenangan, ketentraman dan
cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan
prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam
Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang
bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal
setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui
lebih dahulu akan dapat persetujuan antara suami isteri.
5. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam
1. Tujuan Perkawinan
Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah
SAW. yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.
Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat
adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). Rub’al-ibadat, yang menata
hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. b). Rub’al-muamalat, yang
menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya
untuk memenuhihajat hidupnya sehari-hari. c). Rub’al-muhakakat, yaitu yang
menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d). Rub’al-jinayat,
yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin
ketentramannya.12
Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan,
yaitu:
12 Ali Yafie, Pandangan Islam terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana,
(Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama Dan BKKBN, 1982), h. 1
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1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih
sayangnya,
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang
halal, serta
5. Membengun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas
dasar cinta dan kasih sayang.
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk
membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah
menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebeb keluarga salah satu
di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama
olehputra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya,
dapat menjadi dsar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.13
Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara
seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya
adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih,
d) darurat.14
13 H.M.A. Timahi, M.A., M.M, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap h.. 7-8
14 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam
Di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h.124
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2. Hikmah perkawinan
Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik
bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah
pernikahan adalah15:
a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan
memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata
terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati
barang yang berharga.
b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak
keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh
Islam sangat diperhatikan sekali.
c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana
hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah,
cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan
kemanusiaan seseorang.
6. Larangan dalam Pernikahan
Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan
untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita menurut syarak,
larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.
Di antara larangan-larangan abadi ada yang telah di sepakati dan ada pula
yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:
15 H.M.A. Timahi, M.A., M.M, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap h.. 15
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1. Nasab (keturunan);
2. Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda); dan
3. Sesusuan.
4. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:
5. Zina; dan
6. Li’an.







13. Halangan ‘iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
14. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan; dan
15. Halangan peristrian.16
7. Asas-Asas Perkawinan
Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang perkawinan bahwa
“perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa
keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan kedalam Undang-Undang
16 H.M.A. Timahi, M.A., M.M, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah, h.63-64.
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perkawinan yang menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga
yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula
bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal
artinya tidak mengalami perceraian.17
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan
dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas
teresebut adalah:
a. Asas perkawinan yang bahagia dan kekal
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahgia dan
kekal. Untuk itu sebagai suami dan istri saling membantu dan melengkapi.
Hanya dengan perkawinan kekal dapat membentuk keluarga bahagia dan
sejahterah.
b. Asas perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan
Asas ini ada dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tetang perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu artinya perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan
berdasarkan hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh kedua
mempelai.
c. Asas perkawinan yang terdaftar
17 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman
Konselor Keluarga Sakinah,(Jakarta: Departemen Agama RI,2001), h. 1.
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Maksudnya tiap-tiap perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya atau kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan
hukum apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan
dalam pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan yang menentukan bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Asas perkawinan monogami
Undang-Undang tentang perkawinan yang menganut asas monogami
menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang suami
dapat beristri lebih dari 1 orang karena hukum dan agama dari yang
bersangkutan mengizinkan.akan tetapi seorang suami dengan lebih dari
seorang istri meskipun hal itu disetujui oleh pihak yang berangkutan hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu yang telah diputuskan
oleh pengadilan.
e. Asas kedudukan suami istri yang seimbang
Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun
masyarakat harus seimbang suami berkedudukan sebagai kepala rumah
tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tanggga sehingga
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan
bersama suami istri.
f. Asas mempersukar perceraian
Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kelaurga yang bahagia
kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang perkawinan menganut prinsip
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untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanannnya harus
ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
g. Asas pencatatan perkawinan
Dengan adanya pencatatn perkawinan lebih mempermudah seseorang,
kalangan masyarakat ataupemerintah untuk mengetahui siapa saja yang
telah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.
2. Tinjauan tentang Hukum Islam
1. Pengertian Syari’ah
Syari’ah menurut bahasa mempunyai arti yang banyak. Dalam Kamus Al-
Munawwir, syari’ah berarti syari’at, sunnah, hukum, peraturan, karena itu induk
dari fikih adalah syari’ah. Dalam bahasa Indonesia, syari’ah disamakan dengan
syari’at yang artinya isi hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia,
hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam
sekitar berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Syari’ah dalam pengertian tersebut
secara umum berarti perarturan yang menyangkut kehidupan manusia di dunia
dan di akhirat, sebab syari’ah bersumber dari al-Qu’ran dan hadis.
Pakar hukum Islam mendefinisikan bahwa syari’ah adalah segala titah
Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai
akhlak. Pengertian lain dari syari’ah berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan
yang harus diikuti.
2. Pengertian Fikih
Buku HasbiAsh-shiddieqy mengutip Kamus Al-Munawwir, fiqh berarti
mengerti, memahami, dan secara sederhana menurut bahasa, fikih bermakna tahu
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atau paham. Menurut istilah fikih diartikan sama dengan agama yang
disyari’atkan agama yang disyari’atkan Allah untuk para hamba yang melengkapi
hukum-hukum agama yang berpautan dengan perkataan, perbuatan, perikatan dan
lain-lain. Sedankan menurut jumhur fuqaha’, fikih diartikan sebagai ilmu yang
menerangkan hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili
yakni dalil-dalil tentang hukum-hukum yang khususnyang diambil daripadanya
dengan jalan ijtihad.18
3. Pengertian Hukum Islam
Kata “Islam” artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau
penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan
diri kepada Allah itu disebut “Muslim”. Menurut Al-Qur’an, seorang muslim ialah
seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia.
Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah
dengan selamat sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia
maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan prasangka,
melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi
orang.19
Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari
al-fikih al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari Syari’ah al-Islamy. Istilah ini,
dalam wacana ahli hukum Barat, disebut Islamic law. Dalam Al-Qur’an dan
18 T.M, HasbiAsh-shiddieqy, PengantarIlmu Fikih (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang,
1991), h. 17
19 R. Abdullah Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium
Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 1997), h.10.
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sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah
kata syarit Islam, yang kemudian dalam penjabarannya, disebut istilah fikih.
Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan
sumber ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain
jinayat (pidana Islam).
3. Tinjauan Umum Tentang Pattongko’ Siri’
1. Pengertian Pattongko’ Siri’
Pattongko’ siri’ secara bahasa adalah menutupi malu dalam sebuah
pernikahan. Sedangkan secara istilah adalah suatu tindakan pemulihan harkat
dan martabat atau harga diri seseorang atau keluarga dengan jalan
melaksanakan perkawinan di mana seseorang menikahi perempuan bukan
karena kemauannya akan tetapi untuk menutupi aib atau rasa malu terhadap
orang lain.20
2. Dasar Hukum Pattongko’ Siri’
Al-Qur’an memberikan petunjuk bahwa laki-laki yang berzina tidak
pantas mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang
musyrik, dan perempuan yang berzina tidak pantas di kawini melainkan oleh
laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Ini di dasarkan pada
firman Allah QS An-Nur/24:3
20 Wawancara salah satu tokoh masyarakat
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        
       
Terjemahnya:
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,
atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh
menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik;
dan yang demikian itu di haramkan bagi orang-orang mukmin.21




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu
penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang akan
di bahas sesuai Dalam dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar Kecamatan
Pologbangkeng Utara.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam hal ini penulis berusaha membahas objek penelitian dengan
menggunakan pendekatan normative (syar’i) karena merujuk pada suatu ruang
lingkup hukum Islam, yuridis dan hasil penelitian ini bersifat komperehensif,
suatunaratif, deskriptif yang bersifat menyeluruh. Serta pendekatan sosial-kultur
yang ada di desa tempat penelitian berlangsung.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai
berikut:
1. Data primer
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara




Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui
media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti
yang telah ada.
D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua metode
yaitu wawancara dan angket. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang
atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan
wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber
sedangkan angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan
pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.
Secara leksikal, pengumpulan berarti proses, cara perbuatan
mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Data adalah keterangan yang benar
dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian
(analisis atau kesimpulan).1 Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan
sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data
yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus
menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang
akan dihasilkan.
Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dikenal
beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek kajiannya.Seperti,
1KBBI offline, versi 1.1, Ebtasetiawan (PusatBahasa: KBBI Daring Edisi III, 2017)
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wawancaramendalam, risetpartisipatif, pengamatan, danstudi pustaka.2Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumen (studi pustaka).
Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk
mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-
buku hukum perkawinan, ushul fiqih, hasil penelitian berupa skripsi maupun
penelitian lain yang tidak diterbitkan.3
E. Instrumen Penelitian
a. Induktif, yaitu cara berpikir dalam pemecahan masalah dari berbagai
pendapat mengenai pernikahan pattongko’ siri’, terutama kaitannya
dengan hukum Islam.
b. Deduktif, yaitu cara berpikir yang berlandaskan teori umum atau kaidah
umum, terutama tentang perbedaan pendapat serta kaitannya dengan
pernikahan pattongko’ siri’.
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Identifikasi data
Identifikasi data adalah pengumpulan data dan pencatatan segala
keterangan tentang bukti-buktidari seseorang sehingga kita dapat menetapkan
dan mempersamakan keterangan tersebut dengan individu seseorang, dengan
kata lain bahwa dengan identifikasi.
2. Reduksi
Reduksi adalah menghilangkan kalimat atau kata yang tidak
diperlukan dalam hasil data yang diperoleh.
2Sayuthi Ali, MetodePenelitian Agama: pendekatanTeoridanPraktek, h. 63.
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3. Editing
Editing adalah melakukan perbaikan atas hasil data yang diperoleh.
4. Klasifikasi
Klasifikasiadalahadalahpengelompokanhasil data yang diperoleh
melalui perbedaan dan persamaannya.
5. Analisis
Analisis adalah  aktivitas yang memuat kegiatan seperti mengurai,
membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut
kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
G. Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.
Triangulasi merupakan pengujian keabsahan data melalui data sumber dan
data dari para ahli atau tokoh. Pengujian keabsahan data melalui sumber yaitu
dengan melakukan pengabsahan dari referensi lain yang berbeda dari referensi
yang digunakan sebelumnya, sedangkan pengujian keabsahan data ahli atau
tokoh yaitu melakukan keabsahan data melalui seorang ahli atau tokoh yang
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kec. Polut
1. Letak dan Luas wilayah
Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan salah satu kecamatan di
Kabupaten Takalar yang terletak -+ 10 km ke arah ibu kota kabupaten Takalar.
Kecamatan polongbangkeng utara mempunyai luas wilayah -+ 212 km2..
Kecamatan polongbangkeng utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai
berikut:
a. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa
b. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Polonsgbangkeng Selatan
d. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
Pembagian wilayahdan luasnya di kecamatan polongbangkeng utara.














13. Kampung Beru 4.80
14. Lassang 5.51
15. Parang Baddo 4.25
16. Lassang Barat 5.20
17. Balang Tanaya 7.35
18. Kale Ko’mara 29.85
Jumlah 212.25
2. Keadaan Demografi
Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembangunan adalah faktor
penduduk atau sumber daya manusianya, karena pada hakekatnya tujuan dari
pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena itu
penduduk sebagai subjek maupun objek pembangunan harus benar-benar dapat
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difungsikan dan didayagunakan sehingga pelaksanaan pembangunan bukan hanya




No. Desa/Kelurahan Penduduk Kepadatan
1. Panrannuangku 4.061 535
2. Manongkoki 4.235 994
3. Malewang 3.825 1.795
4. Palleko 3.451 1.409
5. Mattompodalle 2.703 662
6. Parangluara’ 2.199 716
7. Pa’rappunganta 2.532 482
8. Massamaturu 1.703 302
9. Timbuseng 2.827 634
10. Ko’mara 2.138 105
11. Barugaya 3.387 47
12. Towata 2.957 174
13. Kampung Beru 2.551 531
40
14. Lassang 1.867 339
15. Parang Baddo 1.347 316
16. Lassang Barat 3.077 592
17. Balang Tanaya 2.072 282
18. Kale Ko’mara 1.823 61
Jumlah 212.25
Dalam analisis sosial ekonomi penduduk, masalah kependudukan yang
mencakup mengenai jumlah, umur, dan jenis kelamin menjadi dasar pijakan.
Jumlah penduduk akan menggambarkan permasalahan yang mungkin ada,
sementara itu,jumlah dan jenis kelamin berkaitan dengan berbagai karakteristik
penduduk.
3. KeadaanBudaya
Keadaansosialbudaya di kecamatanPolongbangkeng Utara



















Dalam kegiatan keagamaan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana
peribadatan, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan
kegiatankeagamaan dalam rangka meningkatkan ketakwaan  kepada tuhan yang
maha esa.Pembangunan prasarana peribadatan yang ada di Kec. Polut tersebar di
18 desa/kelurahan selain dari bantuan pemerintah juga sebagian besar adalah hasil
swadaya masyrakat.
No. Jenis Jumlah Keadaan
1. Masjid 80 Baik
2. Mushollah 24 Baik
3. Gereja - -
4. Pura - -
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5. Wihara - -
c. Kesehatan
Usaha peningkatan kesehatan mendapat perhatian dengan
meningkatkanpengetahuan masyarakat tentang cara hidup sehat dan mengatasi
masalah kesehatandasar yang dilaksanakan melalui penyuluhan yang dilakukan
oleh aparat kesehatandan petugas posyandu yang berada di kec. polut.
Penyuluhan-penyuluhanyang dilakukan tersebut terutama tentang air bersih,
sanitasi lingkungan, keluargaberencana, makanan bergizi, pemberantasan nyamuk
malaria dan demam berdarah.
No. Prasarana Kesehatan Jumlah
1. Rumah sakit -
2. Puskesmas 3
3. Posyandu 85
B. Prosedur Pernikahan Pattongko’ Siri’
Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru
bagikepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia
umumnya.Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena
pernikahan adalahsuatu akad suci yang di dalamnya juga mengandung unsur
keperdataan.Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan agar semua pihak dapat
lebihmengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban
dalamsebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kahidupan rumah
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tangga.Mengacu kepada nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah
pernikahan,UU No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang pencatatan pernikahan.
Pencatatanpernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap
martabat dankesucian pernikahan, dan lebih khusus bagi wanita dalam kehidupan
rumahtangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta
Nikah,suami-istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau
ketidakbertanggung jawaban salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum
untukmempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan
aktatersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang
telahmereka lakukan.
Persoalannya sekarang adalah bagaimana menghadapi persoalan
yangmuncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang
tidakmenghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak mengantisipasi jawaban
untukpersoalan ini. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan dalam pasal 53
ayat 1
bahwa, “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya”.
Tanpa bermaksud menuduh atau membuka aib orang lain,
kejadianpernikahan wanita hamil di luar nikah banyak yang tidak mengikuti
aturan maindi pasal 53 ayat 1 KHI. Kemungkinan pernikahan antara seorang laki-
laki yangtidak menghamili wanita yang hamil dijadikan sebagai “bapak” formal
yaitupengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggang
jawab.Hal seperti ini mungkin bisa terjadi atau mungkin “sering
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terjadi”.Menghadapi persoalan yang demikian, pegawai pencatat nikah
sedikitnyamengalami kemusykilan. Di satu sisi, jika pernikahan antara wanita
hamil di luarnikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dilangsungkan,
maka statushukum pernikahannya terancam tidak sah, berarti hubungan tersebut
juga tidaksah.
Selain itu, kebolehan untuk menikahi wanita hamil oleh laki-laki yang
tidak menghamilinya seakan-akan memberikan akibat hukum tentang kebolehan
dan pemberian peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak
kokohkeimanannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di
luarnikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga
kehidupankeluarga, serta sendi-sendi keberagamaan masyarakat.
Sedangkan jika pernikahan antara wanita hamil di luar nikah dengan laki-
laki yang tidak menghamilinya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas-
batastertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga
perempuantersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya. Pada saat-saat
pertumbuhannyaakan mendapat sorotan dari teman-temannya ataupun
masyarakat, yang bukanmustahil akan menjadi beban mental berkepanjangan bagi
dia.
Sebelum penulis mengemukakan tata cara perkawinan Pattongko siri‟
bagimasyarakat kecamatan Polongbangkeng Utara, terlebih dahulu penulis
kemukakan secara singkat tentang tata cara perkawinan secara umum menurut
perundang-undangan yang berlaku.
45
Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut pasal 1 undang-
undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang
perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa. Sahnya perkawinan, menurut pasal 2 ayat 1 undang-
undang perkawinan adalah apabila perkawinan itu  dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama
sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.
Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana dengan
tujuan agar sesorang tidak terjebak atau terjerumus kedalam perzinaan. Tata cara
sederhana yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan undang-undang nomor 1
tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: perkawinanadalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dankepercayaannya.
Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang untuk mengikuti
dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan, selain itu
disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah
satu tata cara perkawinan ada yang masih kelihatan sampai saat ini adalah
perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut
nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan didepan penghulu atau ahli agama
dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan
dikantor yang berwenang untuk itu.
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Namun sebelum perkawinan itu dilaksanakan, kedua calon mempelai
dianjurkan persiapan sebagai berikut1:
a. Meminta pertimbangan. Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk
mempersunting seorang wanita untuk menjadi istrinya, hendaklah ia juga
meminta pertimbngan dari kerabat wanita tersebut yang baik agamanya.
Mereka yang hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita
yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan
pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan
dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia meminta pertimbagan dari kerabat
dekatnya yang baik agamanya.
b. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah
mereka saling cinta atau setuju dan apakah kedua orang tua mereka
menyetujui atau merestui. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan
kedua calon mempelai dan surat izin orang tua yang belum berumur 21
tahun.
c. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik
menurut munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. (untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan
perkawinan).
d. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengatahuan tentang pembinaan
rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya.
1http://newskripsi.blogspot.com/2012/12/tata-cara-melangsungkan-perkawinan.html?m=1
pada tanggal 8 Agustus 2018
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e. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon
mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai
wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
Setelah melakukan persiapan, berikut beberapa tata cara melangsungkan
sebuah perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah
nomor 9 tahun 1975 juncto2:
1. Pemeriksaan kehendak nikah
a. Sesuai pasal 3
Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan  harus
memberitahuan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan nikah di tempat
perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukansekurang-
kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang
penting, sehingga dapat diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.
b. Sesuai pasal 4
Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, atau oleh
orang tua atau wakilnya.
c. Sesuai pasal 5
Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan,
tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya
pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Surat
persetujuan dan keterangan asal usul.
2http://newskripsi.blogspot.com/2012/12/tata-cara-melangsungkan-perkawinan.html?m=1
pada tanggal 8 Agustus 2018
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d. Sesuai pasal 6
Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahun kehendak
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah
dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-
undang.
Selain penelitian terhadap hal diatas pegawai pencatat nikah meneliti pula
terhadap3:
a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal
tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat
keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang
diberikan oleh kepala desa atauyang setingkat dengan itu.
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
tinggal orang tua calon mempelai.
c. Izin tertulis/izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud dalam pasal 6
ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon
mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon
mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
e. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama yng dimaksud adalah bagi calon
suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai istri
yang belum mencapai umur 16 tahun.
3http://newskripsi.blogspot.com/2012/12/tata-cara-melangsungkan-perkawinan.html?m=1
pada tanggal 8 Agustus 2018
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f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian
surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau
lebih.
g. Surat izin tertulis dari pejabat yang di tunjuk oleh menteri
HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya anggota angkatan bersenjata.
h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai
pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat
hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan
kepada orang lain.
Pengawai pencatat nikah memeriksa calon suami atau wali nikah itu,
kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada pegawai pencatat nikah
yang bersangkutan, apabila ternyata dari pemeriksaan itu terdapat halangan
pernikahan menurut agama atau peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan atau belum dipenuhi persyaratan/ketentuan tersebut dalam pasal 8
peraturan Menteri Agama No. 6 tahun 1975. Keadaan ini segera diberi tahukan
kepada calon suami dan wali nikah atau wali pegawai pencatat nikah menurut
pasal 7 PP No. 9 tahun 1975, pasal 9 dan 10 PMA No. 3 tahun 1975.4
2. Pengumuman Kehendak Nikah
Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada
sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan
pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan
4Mohd. Idris Ramulyo, HukumPerkawinanIslam (Suatu Analisis Undang-Undang No.1
Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h. 171-172.
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dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan
pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan
mudah dibaca oleh umum.
Sesuai dengan pasal 9, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai
Pencatat dan memuat:
a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon
mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau
keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka
terdahulu.
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan di langsungkan. Surat
pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil
atau dirobek (pasal 8 dan 9 PP 9/75 jo. Pasal PMA 3/75).
3. Pelaksanaan Akad Nikah
Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang dimaksud dalam
pasal 8 Peraturan Pemerintah. Namun, bilamana dalam tenggang waktu satu bulan
terhitung sejak pengumuman kehendak kawin, perkawinan tersebut tidak
dilangsungkan maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kembali kecuali
setelah diulangi lagi kecuali setelah diulangi pengumuman kembali untuk kedua
kalinya seperti semula.
Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan menindahkan tatacara perkawinan
menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan
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dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan
bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, maka Akad
Nikahnya dilakukan oleh wali Nikah atau yang mewakilinya.
Pada waktu akad nikah, calon suami dari wali nikah wajib datang
menghadap sendiri kepada pegawai pencatat nikah apabila calon suami dan wali
nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa maka dia
dapat diwakili oleh orang lain (pasal 25 PMA No. 3 tahun 1975).5
4. Mendapatkan Akta Perkawinan
Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah, maka kedua mempelai menandatangani
akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh
mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang
mewakilinya.
Dengan penandatanganan akta perkawinan telah tercatat secara resmi.
Adapun Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama
disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan
dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri
5Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No.1
Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam, h. 185.
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masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Dan di dalam Akta
perkawinan memuat:
a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
kedianan suami-isteri, apabila salah seorang atau keduanyapernah kawin,
disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua
mereka.
c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-
undang.
d. Dipensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
f. Persetujuan sebgai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
g. Izin dari pejabat yang di tunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGABbagi
anggota angkatan bersenjata.
h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan wali nikah bagi yang
beragama Islam.
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa
apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara oleh salah satu
Imam Desa di Kecamatan tersebut bahwa prosedur pelaksanaan perkawinan
Pattongko’ siri’ yaitu:
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1. Keluarga dari laki-laki atau perempuan melapor ke pak Imam untuk
menikahkan anaknya.
2. Pemeriksaan, kalau yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk
menikah, maka proses pernikahannya baru bisa di urus.
3. Persetujuan dari pihak laki-laki, menanyakan kepada pihak laki-laki yang
akan menjadi pattongko’siri’ apakah dia betul-betul ingin menikahi
perempuan tersebut dengan ikhlas dan menerima segala kekurangan calon
isterinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Harus ada persetujuan dari keluarga pihak laki-laki yang akan menjadi
pattongko’ siri’ jangan sampai hanya pihak laki-laki yang mau menikahi
namun tidak ada persetujuan dari orang tua dan keluarga yang lain.
Menurut penulis, sesuai hasil wawancara yang dirampung oleh penulis
dari salah satu tokoh masyarakat, prosedur perkawinan pattongko’ siri’sama
dengan prosedur pernikahan pada umumnya.
C. Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Pattongko’ Siri’
Padapersoalanpernikahansepertiiniadabanyakpertimbangansehinggapernik






Di dalam Islam sendiri ada ayat yang menjelaskan sesuai dengan firman
Allah dalam QS An-Nur/24:3
                  
  
Terjemahnya:
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,
atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh
menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik;
dan yang demikian itu di haramkan bagi orang-orang mukmin.6
Beda halnya dalam hukum adat terutama di masyarakat setempat, banyak
mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi oleh si perempuan atau melihat pada
kemaslahatan daripada kemudaratan yang akan terjadi. Seperti hasil wawancara
dari salah satu tokoh masyarakat.Alasan kenapa pernikahan pattongko’ siri’ini
dilaksanakan:
1. Keluarga tidak menginginkan ada anak yang lahir sebelum ada
prosespernikahan.
2. Siapa yang akan memberikan nafkah.
3. Ditakutkan akan berdampak buruk kepada anaknya yang nanti setelah
dilahirkan karena tidak ada bapaknya.
4. Ditakutkan ketika kelak anak tersebut telah tumbuh dewasa maka banyak
orang yang akan menceritakan keburukannya dan dapat membuat
anaktersebut tidak dapat menerima keadaannya.7
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, h. 350
7Wawancara Oleh Bapak ST Pada Tanggal 28 Juli 2018
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Maka sebagai salah satu Tokoh masyarakat di kecamatan ini mengambil
keputusan untuk mencari lelaki yang menghamili perempuan tersebut sampai
betul-betul mereka tidak menemukannya maka jalan yang ditempuh selanjutnya
adalah mencari keluarga dari laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan itu dan
ketika upaya pertama gagal, maka upaya kedua dilakukan yaitu jika ada seorang
leaki-laki (bukan keluarga) yang mau menikahi perempuan tersebut dengan ikhlas
dan ridha maka sudah tidak ada yang dikhawatirkan dan mereka akan dinikahkan
secepat mungkin agar tidak terlalu banyak menimbulkan fitnah.
Bukan Imam Desa yang mencari laki-laki untuk menikahi wanita hamil ini
tetapi dilimpahkan sepenuhnya kepada keluarganya.Sebagai keluarga, perempuan
agar tidak terjadi alasan-alasan tersebut seperti hasil wawancara sebelumnya
keluarga terlebih dahulu mencari laki-laki yang menghamili perempuan tersebut
sampai betul-betul mereka tidak menemukannya. Jika usaha tersebut gagal,
barulah di lakukan dengan mencari laki-laki lain untuk menikahi perempuan
tersebut yang dengan ikhlas dan tanpa paksaan.
Beberapamasyarakatberpendapatbahwapernikahansepertiinitidakharusdike
tahuiolehbanyak orang dikarenakankeluargadaripihaklaki-laki yang
dijadikanpattongko’ siri’ akanmerasamalukepada orang-orang
disekitarnyamakadariitupernikahanpattongko’ siri’
inibiasanyadihadiriolehkeluargainti, tokohmasyarakat, Imam yang
menjabatpadasaatitudantokohadat.
Adapula yang berpendapatbahwapernikahansepertiinitidaksembaranglaki-
laki yang maukarenaitumenyangkuthargadiridandimatasebagianlaki-laki yang
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menjadipattongko’ siri’ ituadalahlaki-laki yang memangbetul-betulmempunyai
rasa belaskasihanterhadapperempuantersebutdanmaumenikahinya,
pernikahansepertiinibukanlah main-main karena yang
akandijadikansebagaipattongko’ siri’ tidakbolehdipaksa,
karenaakanberdampakburukuntukkedepannya.










Di daerah ini di mana peneliti melakukan penelitian sudah tersentuh
sedikit era globalisasi modern, di mana hal seperti itu sudah di anggap lumrah.
Bahkan apabila terjadi pernikahan wanita hamil di pestakan secara besar-besaran.
C. Pernikahan Pattongko’ Siri’ Menurut Pandangan Hukum Islam
Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah
pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati
perintah Allahdan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan
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bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah
dan warahmah.8
Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki
denganseorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.9
Penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi
mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara pembekalan untuk
memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa,
diharapkan dapat membetengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu
perzinaan. Adapun perkawinan seorang perempuan yang hamil karena zina perlu
dirinci lebih meluas karena pentingnya perkara ini dan banyaknya kasus yang
terjadi diseputarnya. Adapun yang pertama tujuan agama Islam mengharamkan
kawin dengan wanita yang berzina karena Islam tidak menghendaki laki-laki
muslim jatuh terperosok dalam pangkuan wanita yang berzina. Islam ingin
menyelamatkan orangorangtakwa dari pengaruh jiwa pezina yang hina dina dan
menjauhkannya dari watak pezina yang sesat, Islam dalam menetapkan hukum-
hukumnya tidak menghendaki selain untuk membahagiakan manusia dan
meningkatkan derajatnya guna mendapat tingkat tertinggi di dunia seperti yang
dikehendaki oleh Allah swt. Nampak dengan jelas bahwa maksud diharamkannya
menikah dengan wanita pezina adalah untuk membangkitkan dan membangun
nilai-nilai agama dalam keluarga yang merupakan pondasi utama dalam
membangun masyarakat Islam.
8Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. Hukum Perkawinan  Islam (Jakarta:PT Bumi Aksara,
1996), h. 4
9Dr. Anwar Harjono, SH Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya (Jakarta:Bulan
Bintang , 1968), h. 221
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Para pakar hukum Islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam
masalah ini. Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan
kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang
menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini
tidak menyebabkan haramnya  dikawini. Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari
Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina
yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan
tanaman yang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa
perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh
melakukan coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir.
Imam Muhammad as-Syaibani berpendapat, bahwa perkawinan dengan
wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya
melakukan hubungan badan, hingga bayi yang dikandung itu lahir. Pendapat ini
sejalan dengan pikiran Ibn Qudamah, tetapi Ibn Qudamah menambahkan, bahwa
wanita itu harus terlebih dahulu dipidana dengan pidana cambuk.10
Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang
menghamilinya, oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya
adalah pezina. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nur/24:3
Adapun menikahi wanita yang sedang hamil, dan kehamilannya itu karena
perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf , perkawinannya
hukumnya fasid (batal). Hal ini didasarkan pula kepada ayat 3 Surah An-Nur.
Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa menikahi wanita
10M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta, Celeban Timur, 2015),
h.58
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hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, karena tidak terikat dengan
perkawinan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena janin yang telah ada





1. Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara oleh salah satu
Imam Desa di Kecamatan tersebut bahwa prosedur pelaksanaan perkawinan
Pattongko’ siri’ yaitu:
a. Keluarga dari laki-laki atau perempuan melapor ke pak Imam untuk
menikahkan anaknya.
b. Pemeriksaan, kalau yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk
menikah, maka proses pernikahannya baru bisa di urus.
c. Persetujuan dari pihak laki-laki, menanyakan kepada pihak laki-laki
yang akan menjadi pattongko’ siri’ apakah dia betul-betul ingin
menikahi perempuan tersebut dengan ikhlas dan menerima segala
kekurangan calon isterinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
d. Harus ada persetujuan dari keluarga pihak laki-laki yang akan menjadi
pattongko’ siri’ jangan sampai hanya pihak laki-laki yang mau
menikahi namun tidak ada persetujuan dari orang tua dan keluarga
yang lain.
Menurut penulis, sesuai hasil wawancara yang dirampung oleh
penulis dari salah satu tokoh masyarakat, prosedur perkawinan pattongko’
siri’ sama dengan prosedur pernikahan pada umumnya.
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2. Masyarakat setempat, banyak mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi
oleh si perempuan atau melihat pada kemaslahatan daripada kemudaratan
yang akan terjadi. Seperti hasil wawancara  dari salah satu tokoh masyarakat.
Alasan kenapa pernikahan pattongko’ siri’ ini dilaksanakan:
1. Keluarga tidak menginginkan ada anak yang lahir sebelum ada proses
pernikahan.
2. Siapa yang akan memberikan nafkah.
3. Ditakutkan akan berdampak buruk kepada anaknya yang nanti setelah
dilahirkan karena tidak ada bapaknya.
4. Ditakutkan ketika kelak anak tersebut telah tumbuh dewasa maka banyak
orang yang akan menceritakan keburukannya dan dapat membuat anak
tersebut tidak dapat menerima keadaannya
3. Para pakar hukum Islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah
ini. Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin
dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya
itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak
menyebabkan haramnya  dikawini. Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam
Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina
yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur
dengan tanaman yang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat,
bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak
boleh melakukan coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir.
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B. Implikasi Penelitian
Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan
pattongko’ siri’ terutama kawin hamil menurut pandangan hukum Islam,
selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi kaum intelek dan akademisi, penulis hanya menkaji masalah
bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan pattongko’ siri’.
oleh karena itu penulis mengharapkan ada peneliti-peneliti yang lain
mengkaji masalah pernikahan pattongko’ siri’ di mana dalam hal ini
menyangkut pandangan hukum Islam, agar masyarakat lebih mudah
memahami mengenai masalah-masalah pernikahan pattongko’ siri’.
2. Para cendekiawan muslim, dengan adanya perbedaan pendapat di dalam
tubuh Islam itu sendiri mengenai bagaimana dasar hukum pernikahan
Pattongko’ siri’, maka perlu dikaji kembali dalil-dalil tentang pernikahan
pattongko’ siri’.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, harapan dari penulis, semoga karya ilmiah ini
dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa khususnya fakultas
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